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ABSTRAK

ANALISIS PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH

DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Oleh:

TIARA
NIM. 11870521978

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan bagi gelandangan dan

pengemis oleh Dinas Sosial  kota Pekanbaru. Bentuk atau metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi,

wawancara dan dokumentasi serta teknik purposive sampling yaitu oran-orang

yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa pemberdayaan bagi gelandangan dan

pengemis oleh Dinas Sosial  kota Pekanbaru belum berjalan maksimal dalam

pemberdayaan melalui usaha rebilitasi sosial, pemberian daya modal,

Pemberian skill dan manajemen himbauan karena ada beberapa faktor

menjadi penghambat pemberdayaan tidak berjalan maksimal menuju

pemberdayaan berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis seperti, belum

ada pihak yang ikut serta dalam mensinerginkan program pemberdayaan ini

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial dan dunia usaha

dalam memfasilitasi gelandangan dan pengemis untuk pemberdayaan

berkelajutan.Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat

Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta gelandangan dan pengemis yang sudah

direhabilitasi.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial Kota
Pekanbaru
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan jumlah

penduduk terbanyak dengan peringkat ke-4 di dunia setelah negara China,

India, dan Amerika serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia berjumlah 269 603,4 jiwa.

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu kota besar yang berkembang di

sumatera yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat

dengan berbagai peningkatan taraf hidup yang semakin baik. Pekanbaru

seperti halnya kota besar lainnya di Indonesia memiliki problematika

tersendiri dengan peningkatan jumlah penduduk dengan berdasarkan data

Badan Pusat Statistik berjumlah 983, 356 jiwa di tahun 2020 dari 12

kabupaten/kota dan tingginya arus urbanisasi.

Pembangunan kota yang pesat ini tidak bisa di lepaskan dengan urbanisasi

karena keduanya merupakan siklus tatanan sosial dalam pembangunan

perekonomian. Situasi dan kondisi ini merupakan respon dari perkembangan

kota akibat pesatnya industrialisasi, globalisasi dan modernisasi. Dalam hal ini

Dinas Sosial kota Pekanbaru menjadi garda terdepan dalam proses alur dan

siklus muticitra dalam pengendalian setiap aspek permasalahan sosial yang di

timbulkan oleh proses urbanisasi tersebut.
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Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 kedudukan Dinas Sosial

kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanan pemerintah daerah dibidang

kesejahteraan sosial. Dalam sasarannya memiliki sasaran dan prioritas serta

kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan menangani beberapa

permasalahan sosial yang ada di lapangan agar sesuai apa yang diharapkan

dan tepat sasaran seperti kemiskinan, keterantaran, terkhusus bagi

gelandangan dan pengemis. Dan menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang

diarahkan untuk menjadikan warga negara mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”.

Dikutip dari buku Kun Maryati dan Juju Suryawati menurut Soerjono

Soekanto masalah sosial dari faktor ekonomis memberikan dampak

kemiskinan dan pengangguran (Kun Maryati dan Juju Suryawati 2001:21).

Faktor kritis yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan menurut Rian

Nugroho (2014:39) yaitu, cepatnya laju pertumbuhan penduduk, semakin

sempitnya lahan pertanian, dan semakin sempitnya kesempatan kerja.

Dari faktor ekonomi menyebabkan seseorang memilih profesi sebagai

pengemis dan gelandangan yang mendorong mereka untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Selain itu faktor rumah tangga/ keluarga yaitu bercerainya

orang tua, perhatian yang kurang. Faktor lingkungan seperti adanya komunitas

sesama mereka dapat membawa pengaruh untuk gelandangan dan pengemis.

Selanjutnya perilaku masyarakat seolah pupuk bagi masalah sosial terkhusus

pengemis dan gelandangan dari adanya rasa iba dan kasihan yang tetap
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memberikan/menyisihkan bantuan terhadap mereka. Padahal berdasarkan

aturan pada perda nomor 12 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) berbunyi :“Dilarang

bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang

keoada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan

lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum”

Serta regulasi hukum yang belum ditetapkan secara maksimal yang

menimbulkan tidak adanya efek jera bagi gelandangan dan pengemis. Pada

Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Dilarang melakukan pengemisan di depan umum

dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah

dan jembatan penyebrangan”.

Selain itu keterbelakangan pendidikan yang kurang menyebabkan

seseorang memilih profesi sebagai pengemis dan gelandangan tanpa memiliki

skil dalam mengadu nasib di Kota Pekanbaru dengan tujuan memperkaya diri

dan mudah pekerjaannya. Juga tererdapat penelitian pengemis pada tiga

negara Maroko, India, dan Amerika serikat yang memiliki budaya dan agama

yang berbeda tetapi memiliki kasus yang sama bahwa pengemis menjadi

sebuah profesi dengan hasil mengemis ratusan dolar setiap harinya. Walaupun

studi ini bertentangan dengan agama seperti Maroko mayoritas agama Islam,

Amerika mayoritas agama Kristen sedangkan India mayoritas agama Hindu

dengan memerintah untuk memberikan sedekah terutama pada orang yang

kurang mampu tetapi bukan pada mafia pengemis. (Roblee-Hertzmark, n.d.)

Pemberdayaan tersebut masih saja belum berjalan secara maksimal yang

selalu terjaring razia di setiap simpang traffic light kota mulai dari usia anak-
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anak hingga dewasa oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru yang bekerjasama

dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru. Beberapa

lokasi yang banyak dijumpainya gelandangan dan pengemis seperti Simpang

traffic light SKA, Simpang traffic light Tabek Gadang, Panam dan Simpang

traffic light pasar pagi Arengka. Terdapat pula waktu-waktu tertentu

maraknya gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru untuk melakukan

aksinya seperti dibulan ramadhan memasuki hari raya idhul raya fitri, serta

dihari Jum’at yang dikenal sebagai hari berkah untuk bersedakah bagi

masyarakat dan di akhir pekan.

Berikut jumlah gelandangan dan pengemis kota pekanbaru:

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru

No. Nama
Tahun

Jumlah
2018 2019 2020

1 Gelandangan 65 Orang 22 orang 11 orang 98 Orang

2 Pengemis 35 Orang 74 Orang 127 Orang 236 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah gelandangan dan

pengemis Kota Pekanbaru di tahun 2018 sempat menurun dengan jumlah 35

orang namun di tahun 2019 kembali meningkatnya jumlah pengemis dengan

jumlah 74 orang. Dan terus meningkat di tahun 2020 sebanyak 127 orang

pengemis. Sementara gelandangan memiliki penurunan secara berkala. Pada

tahun 2018 sebanyak 65 orang, tahun 2019 menurun menjadi 22 orang dan

pada tahun 2020 menurun hingga 11 orang gelandangan saja. Berdasarkan
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hasil prariset penulis, kepala seksi rehabilitasi tuna sosial, korban tindak

kekerasan dan perdagangan orang, H. Agustian. AP,MSi menyebutkan bahwa

lebih dari setengah jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia

berasal dari luar kota Pekanbaru. Akibatnya mereka terhambat dalam

mendapatkan bentuk bantuan sosial sebagai salah satu bentuk pemberdayaan

bagi gelandngan dan pengemis karena tidak lengkapnya data administrasi

bantuan sosial seperti KTP asli Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 Pemberdayaan yang dilakukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis

Jenis-Jenis Pemberdayaan Bagi Gelandangan Dan Pengemis
1. Usaha Rehabilitasi a. Penampungan

b. Penyedian Permakanan
c. Penyediaan sandang
d. Bimbingan fisik mental dan spiritual
e. Bimbingan sosial bagi gelandangan dan

pengemis
f. Fasilitas pembuatan NIK, Akta

Kelahiran Surat Nikah dan Kartu
Identitas anak

g. Akses pelayanan pendidikan dan
kesehatan dasar

h. Reunifikasi
i. Rujukan

2. Daya Modal a. Pemberian modal usaha
3. Skil a. Pembinaan keterampilan

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Kriteria gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial

adalah perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (usia

produktif), tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak

terawat, tidak terurus, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak ada lagi

perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli, tidak mengidap
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penyakit menular dan/atau kronis, perseorangan atau kepala keluarga bukan

penyandang disabilitas, perseorangan atau kepala keluarga yang tidak

bermasalah dengan hukum.

Namun Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bagi gelandangan

dan pengemis tersebut belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Oleh

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS

PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS

SOSIAL KOTA PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial

Kota Pekanbaru?

2. Apa saja menjadi faktor penghambat pemberdayaan gelandangan dan

pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh

Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Mengetahui apa saja menjadi faktor penghambat pemberdayaan

gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



7

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti manfaat penulisan ini sebagai sarana untuk menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam pemberdayaan

gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup

signifikan atas permasalahan terkait pemberdayaan bagi gelandangan dan

pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga dapat

diselesaikan bersama dan menjadi salah satu bahan rekomendasi terkait

pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab dapat

diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori, defenisi konsep, pandangan

islam terhadap penelitian, konsep operasional/ variabel penelitian,

hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
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Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel,

teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat

pada Dinas Sosial kota Pekanbaru dan daerah Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Analisis penelitian tentang

pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota

Pekanbaru.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari

permasalahan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Dalam buku Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:1)

kata Pemberdayaan berasal dari kata "daya" merupakan kata dasar dan

ditambah awalan "ber", yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan

tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar

objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa

Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu

empowerment. Merrian Webster dalam Orford English Dictionary

mengartikan empowerment dalam 2 (dua) arti yaitu:

1) To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi

kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu.

2) To give power of authority to, yang berarti memberi

kewenangan/kekuasaan.

Menurut World Bank (2001) dikutip dari Sri Hardini, dkk. (2019:8)

mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan

kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani

bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya,

serta kemampuan, dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep,

metoda, produk, tindakan, dil.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan
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masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupukan

proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Mulyawan dikutip dari buku Eko Sudarmanto (2020:122)

pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan yang perhatiannya fokus

pada semua aspek penting dari manusia dan lingkungannya, yakni aspek

intelektual (pengembangan sumberdaya manusia), aspek material dan fisik

serta aspek manajerial.

Menurut Setyawan Adhi Nugroho (2021:19) pemberdayaan adalah suatu

proses untuk membuat suatu kelompok masyarakat yang tidak atau belum

berdaya untuk bisa mendapatkan akses agar mereka bisa menjadi lebih

berdaya.

Menurut Shaumu Nurdianti (2021:61) pemberdayaan merupakan upaya

sadar dalam memerdekakan manusia dari ketidakberdayaan, kemiskinan dan

kebodohan maupun kesenjangan dengan tujuan akhirnya adalah terwujudnya

kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Siska Devi Ratnasari Sari (2020:6) Pemberdayaan adalah sebuah program

proses menjadikan masyarakat yang awainya tidak berdaya menjadi berdaya.

Yakni memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya baik ekonomi, sosial, secara mandiri. Dan untuk

membangun kemandirian tersebut dibutuhkan upaya mendidik masyarakat

untuk mengenali masalah dan potensinya sendiri. Potensi yang dimaksud

disini adalah aset yang sedari awal telah dimiliki masyarakat atau memiliki

kemungkinan untuk dibangun atau ditingkatkan.
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2.2 Pengertian Masyarakat

Dikutip dari Fredien Tonny Nasdien. (2014:1) Istilah "masyarakat" dalam

Bahasa Indonesia sering merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris society

dan community. Konsep masyarakat yang berasal dari society berbeda dengan

konsep masyarakat yang bersumber dari community, karena dari perspektif

Sosiologi pengertian society berbeda dari community. Dalam topik ini, istilah

masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep community, Oleh karena itu,

agar istilah atau konsep masyarakat tersebut tidak rancu atau bermakna ganda,

maka dalam materi ini istilah atau konsep community diterjemahkan sebagai

komunitas.

Dikutip dari Bagja Waluya (2007:1) Menurut Peter M. Blau

mengemukakan bahwa masyarakat plural dapat dibagi menjadi dua, yaitu

heterogenitas dan kesenjangan sosial. Heterogenitas atau keragaman

merupakan diferensiasi sosial berdasarkan parameter nominal, yang meliputi

SARA, parpol, dan ormas, Adapun kesenjangan sosial adalah diferensiasi

berdasarkan parameter gradual yang dikenal dengan stratifikasi sosial atau

pelapisan sosial, seperti faktor ekonomi dan status atau jabatan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:8)

pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya
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bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada

intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi : proses pembangunan,

masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

Eko Sudarmanto, dkk. (2020:125) Pemberdayaan masyarakat (Community

Empowerment) merupakan usaha untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki

oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan dan kekuatan

untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat

juga merupakan bentuk penegakan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan

ekonomi yang berasal rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya juga

untuk dinikmati oleh rakyat. pemberdayaan masyarakat adalah untuk

mengembangkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidupnya dengan kesadaran dan partisipasi dalam

pembangunan.

Menurut Suharto (2017:58) pemberdayaan menunjuk pada  kemampuan

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki

kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi dasarnya sehingga mereka

memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari

kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang

dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
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Pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting, karena masyarakat di

setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak

seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat

yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupannya. Artinya, mereka

tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke

bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan

pihak lain, baik pemerintah, para dermawan maupun komponen masyarakat

lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat

menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup

layak, mereka masih belum bisa mandiri sepenuhnya,. Mental mereka harus

dibina untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap dapat mandiri

sepenuhnya.

Sedangkan menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

“Pemberdayaan Sosial adakah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan

warga negara mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya”.

Menurut Rakhman di kutip dari Eko Sudarmanto, dkk. (2020:123) Tujuan

pemberdayaan adalah melatih masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan

keterampilan agar mampu mandiri untuk keluar dari kesenjangan, kemiskinan

dan ketidakberdayaan. Indikator kemiskinan yaitu pemenuhan kebutuhan
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dasar seperti pangan, sandang dan papan. Indikator keterbelakangan yaitu

rendahnya produktivitas dan sumberdaya manusia yang lemah.

Menurut Sulistiyani dikutip dari Deny Nofriyanti (2012:2) menjelaskan

bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah

yang dihadapi dengan mempergunakan daya / kemampuan yang dimiliki.

Menurut Sumarjo et al di kutip dari Eko Sudarmanto, dkk. (2020:123) ada

beberapa ciri-ciri masyarakat yang sudah berdaya, yaitu:

a. Sudah dapat mengerti tentang diri dan potensi yang dimilikinya

b. Dapat merencanakan dan mengantisipasi dampak perubahan yang akan

terjadi ke depan

c. Dapat mengarahkan dirinya sendiri d. Mempunyai kemampuan untuk

berembuk atau berunding

d. Mempunyai posisi tawar untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain

yang saling menguntungkan

e. Bertanggungjawab atas segala perbuatan dan tindakan yang telah

dilakukan.

Fahrudin (2011:96) tentang proses dalam pemberdayaan masyarakat.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;
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a. Enabling, menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi,

dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan

sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.

b. Empowering, meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang

dimiliki untuk membuka akses pada eluang dan penyediaan berbagai

masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.

c. Protecting, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang

diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek

eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

Dalam buku Muhammad Muquowis (2017:13-14) Menurut Kartasasmita

menyatakan bahwa, upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui

tiga aspek pokok yakni

a. Enabling menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Titik

tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat

memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat

yang sama sekali tanpa daya, karena bila seperti itu terjadi tentulah

manusia sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun

daya itu, dengan mendorong (encourage). memotivasi dan membangkitkan

kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.

b. Empowering Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana
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dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah,

kesehatan) serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan

pemasaran di daerah dan pembukaan akses kepada berbagai peluang

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya

c. Memberdayakan mengandung arti berupa melindungi masyarakat melalui

pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan

yang tidak seimbang oleh karena kekurang berdayaan menghadapi yang

kuat dan bukan berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi.

Menurut Sri Hardini, dkk. (2019:8-9) pemberdayaan mengandung arti

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraun setiap individu dan masyarakat baik

antara lain dalam arti:

1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;

2) Perhaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan keschatan);

3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;

4) Terjaminnya keamanan;

5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran.

Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh

Sulistiyani (2004: 83), adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini

merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana

pihak pemberdayaan/aktor perilaku pemberdayaan berusaha menciptakan
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prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan

yang efektif.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap

transformasi pengetahuan dan kecakapan keteramilan dapat berlangsung baik,

penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi.

Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan

keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan

kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan

wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka

butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada

tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan

saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada

kemandirian. Kemandirian masyarakat dalam bentuk inisiatif, melahirkan

kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini

masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya

sebagai fasilitator saja.

Menurut Najiati di kutip dari Eko Sudarmanto, dkk (2020:131) untuk

mensukseskan sebuah program pemberdayaan masyarakat, terdapat empat

prinsip yang harus disosialisasikan yakni:



18

1. Kesetaraan

2. Partisifatif

3. Swadaya

4. Berkelanjutan

Menurut  Ricky Perianto (2018)  menyebutkan bahwa pemberdayaan

gelandangan dan pengemis yaitu dilakukansebagai berikut.

1. Usaha Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis

Usaha rehabilitasi sosial merupakanusaha yang terorganisir

meliputi usaha-usahapenampungan, pemberian latihan dan pendidikan,

pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah

pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah

masyarakat, pengawasan serta pemberdayaan yang berkelanjutan,

sehingga dengan demikian para gelandangan dan/atau pengemis kembali

memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat

manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

2. Daya modal (Usaha Penyantunan)

Pemberdayaan gelandangan dan penge-mis di Kota Pekanbaru

dilakukan pemerintahdengan melibatkan masyarakat dan duniausaha.

Pengentasan kemiskinan itu dilakukan dengan memberikan pembinaan

dan pemberian modal.

3. Skill (pemberian latihan dan pendidikan dan pemulihan kemampuan)

Pemberian latihan dan pendidikan terhadap gelandangan dan pengemis

merupakantindakan yang paling utama dalam mengatasi masalah
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gelandangan dan pengemis tersebut,kurangnya pendidikan membuat

mereka kurang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja,bersamaan

dengan diberikannya pelatihan dan pendidikan mereka juga diberikan

keterampilan agar nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan usaha.

Kurangnya keterampilan juga menjadi faktor yang membuat mereka

malas untuk memulai suatu usaha.

4. Managemen (Pengawasan Dan pembinaan)

Pengawasan serta pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Dinas

Sosial Didalam peraturan mengenai gelandangan dan pengemisada

himbauan kepada masyarakat untuk tidakmemberi uang kepada

gelandangan dan pengemis. (Perianto, 2018)

2.4 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis bukanlah hal yang baru bagi masayarakat.

Tidak sedikit gelandangan dan pengemis yang kita temui setiap harinya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masih menjadi masalah

utama di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,

yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta

tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
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b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Anak sampai usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup

mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di

kota-kota besar.

b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku

kehidupan bebas atau liar.

c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa

makanan atau barang bekas.

Pengemis memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Berdiri di tengah matahari dengan cucuran keringat.

b. Menunjukkan bukti bahwa mereka cacat, misalnya dengan tidak

menggunakan baju atau menggulung celanya.

c. Duduk atau menggeletak ditengah jalan, di antara mobil-mobil, sehingga

menimbulkan lebih banyak perhatian bagi pengemudi agar tidak

menbrak mereka dan lebih memudahkan pengendara memberikan uang.

d. Menggendong anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil untuk

mengemis.

e. Tampil beda dengan membawa sebuah karton yang bertulisakan mereka

membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup.  Membawa ember kecil
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dann meminta pada orang yang berjalan. (Dirjen Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005).

Menurut Irawan (2013:6) ada beberapa faktor yang menyebabkan

orang-orang mealkukan kegiatan mengelandangn dan mengemis, diantaranya:

a. Merantau dengan modal nekat

b. Malas berusaha

c. Cacat fisik

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

e. Tradisi yang turun menurun

f. Mengemis dari pada menganggur

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

i. Ikut-ikutan saja

j. Disuruh orang tua

k. Menjadi korban penipuan

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan Bagi Gelandangan Dan

Pengemis

Pandangan Islam terhadap pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis

sebagai orang yang meminta-minta terdapat pada Qur’an Surah Ad-Dhuha

ayat 10 sebagai berikut.

ائٓلَِ فلاََ تنَۡہرَۡ  ا السَّ وَ امََّ

Artinya: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau
menghardik(nya).(QS. Ad-Dhuha 93: 10)
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Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar orang-orang yang

meminta sesuatu jangan ditolak dengan kasar dan dibentak, malah sebaliknya

diberi sesuatu atau ditolak secara halus.

Orang yang meminta-minta adalah orang yang memohon petunjuk, maka

hendaknya pemohon ini dilayani dengan lemah lembut sambil memenuhi

permohonannya serta penuhilah kebutuhannya dengan di lakukan

pemberdayaan bagi mereka.

Hukum meminta-minta di riwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah

Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda:

مَنْ سَألََ مِنْ غَیْرِ فقَْرٍ فكََأنََّمَا یأَكُْلُ الْجَمْرَ 
Artinya: Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya

kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.

Selain itu Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

فْلىَ فاَلْیدَُ الْعُلْیاَ ھِيَ الْمُنْفقِةَُ،. الْیدَُ الْعُلْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّ

ائلِةَُ  فْلىَ ھِيَ السَّ وَالسُّ
Artinya: “Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan infaq)
sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta”.

Dari hadist ini jelas mengajurkan untuk tidak meminta-minta tetapi

memotivasi agar kita bekerja dan berusaha mencari nafkah, agar bisa menjadi

tangan yang di atas dan memberi orang lain yang membutuhkan.
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2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian terdahulu adalah sebagai bahan

gambaran dalam kerangka berfikir agar mengetahui persamaan dan perbedaan

dari penelitian serta dapat dijadikan sebagai landasan kajian dalam

mengembangkan wawasan peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahlu

terkait pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota

Pekanbaru.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
1 Novie Purnia

Putri dan
Munifatuz
Zahro (2020)

Pemberdayaan
Gelandangan Dan
Pengemis Melalui
Bimbingan Vokasi Di
Balai Rehabilitasi Unit
Bina Karya
Yogyakarta

pemberdayaan terhadap
gelandangan dan
pengemis dalam
menerapkan bimbingan
vokasional dilakukan
oleh masing-masing
praktisi yang kompeten
dalam bidangnya, baik
dalam bimbingan
ketrampilan las, kayu,
menjahit, dan pertanian.
Dan program kurang
berjalan maksimal
diakibatkan adanya
kendala eksternal
maupun internal. selama
program berlangsung
pekerja sosial juga tetap
memprioritaskan
pembinaan mental
sebagai assessment
utama dalam pelayanan
rehabilitasi terhadap
“gepeng”.

Tujuan penelitian
mengetahui bagaimana
pemberdayaan
gelandangan dan pengemis
melalui bimbingan vokasi
di Balai Rehabilitasi Unit
Bina Karya Yogyakarta.
Sementara peneliti
Pemberdayaan yang di
lakukan oleh Dinas Sosial.

Lokasi penelitian yang
berbeda kota Yogyakarta
sementara peneliti di kota
Pekanbaru.

2 Ani Priastuti
(2021).

Pemberdayaan
Gelandangan,
Pengemis Dan Anak

Pemberdayaan terhadap
gelandangan, pengemis
dan anak jalanan adalah

Menggunakan konsep
Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 29 Tahun
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
Jalanan Di Kota Jambi
Implementasi
Peraturan Daerah
Nomor 29 Tahun
2016 (Studi Dinas
Sosial)

memberikan pelatihan
dan pembekalan baik
secara moral maupun
keterampilan agar pada
gelandangan, pengemis
dan anak jalanan ini
dapat mencapai
kemandirian ekonomi
dan kemandirian sosial.
Dinas Sosial sudah
bekerjasama dengan
Satpol PP, isntansi
pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat dalam
penanganan dan
pemberdayaan
gelandangan, pengemis
dan anak jalanan.
Dinas sosial juga sudah
melakukan penanganan,
penertiban, pembinaan
(rehabilitasi sosial)
pemberdayaan,
penyediaan anggaran dan
fasilitas serta penerapan
sanksi

2016. Sementara peneliti
menggunakan konsep
pemberdayaan.

Tujuan penelitian untuk
mengetahui Implementasi
Peraturan Daerah Nomor
29 Tahun 2016.

Lokasi penelitian yang
berbeda kota Jambi
sementara peneliti di kota
Pekanbaru.

3 Hafiz Sutrisno.
(2020).

Tanggung Jawab
Dinas Sosial Dan
Pemakaman Kota
Pekanbaru Terhadap
Pembinaan
Gelandangan Dan
Pengemis (Gepeng) Di
Kota Pekanbaru tahun
2020.

Bentuk tanggung jawab
Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota
Pekanbaru bertanggung
jawab atas pembinaan
gelandangan dan
pengemis yaitu
memberikan pembinaan
mental berupa sosialisasi
yang dilakukan dengan
motivasi, penyuluhan
tentang hukum dan
agama,  memberikan
pembinaan keterampilan
berupa pelatihan sol
sepatu, pelatihan
kerajinan tangan, dan
pelatihan mengolah
pangan. Serta

Tujuan penelitian untuk
melihat bentuk tanggung
jawab Dinas Sosial Kota
Pekanbaru sementara
peneliti melihat bagaimana
Pemberdayaan yang
dilakukan oleh Dinas
Sosial terhadap
gelandangan dan
pengemis.
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
bekerjasama dengan
Satuan Polisi Pamong
Praja, pemuka agama.
Kurangnya anggaran
operasional
menyebabkan tidak
semua gelandangan dan
pengemis mendapatkan
pembinaan serta Tidak
adanya panti sosial yang
layak untuk pembinaan
gelandangan dan
pengemis.

4 Dian Rezeky
(2020).

Peran Dinas Sosial
pekanbaru dalam
pembangunan panti
sosial bagi pengemis
dan gelandangan
berdasarkan peraturan
daerah nomor 12 tahun
2008 tentang
ketertiban sosial.

bahwa Pelaksaan
Pembangunan Panti
sosial bagi pengemis dan
gelandangan di
Pekanbaru belum
terlaksana, karena
kurangnya pelayanan
rehabilitas serta
kurangnya sumber daya
manusia dalam
menangani pengemis dan
gelandangan didalam
panti yang bersifat
Sementara tersebut serta
kurang memadainya
sumber dana anggaran
untuk pembangunan
panti.

Fokus penelitian pada
pembangunan panti oleh
Dinas Sosial terhadap
gelandangan dan pengemis
kota Pekanbaru. Sementara
peneliti focus pada
pemberdayaan yang
dilakukan Dinas sosial
Kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian
mengetahui Peran Dinas
Sosial Pekanbaru dalam
pembangunan panti sosial
bagi pengemis dan
gelandangan.

5 Muhammad
Adriansyah
(2017).

Evaluasi pelaksanaan
peraturan daerah Kota
Pekanbaru nomor 12
tahun 2008 tentang
ketertiban sosial (studi
kasus penanganan dan
pengemis kota
Pekanbaru.

Penanganan gelandangan
dan pengemis (gepeng)
di Kota Pekanbaru belum
mencapai hasil yang
diharapkan. Belum
memadainya anggaran
dan sarana pendukung
pembinaan dan pelatihan
serta pemulihan dan
pemulangan gepeng ke
tengah masyarakat
menjadi sebab tidak
tercapinya tujuan
kesehjahteraan sosial

Teori kajian yang
digunakan adalah
Nurcholis dengan indikator
dari evaluasi yaitu iput,
proses, output, dan
outcomes dari kebijakan
peraturan daerah.
Sementara peneliti
menggunakan konsep
pemberdayaan.

Tujuan penelitian adalah
mengetahui Evaluasi
pelaksanaan peraturan
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
gepeng. Serta sikap
masyarakat dan tidak
adanya sanksi denda atau
lainnya yang dijalankan
instansi terkait
menjadikan gepeng.

derah kota Pekanbaru
nomor 12 tahun 2008
tentang ketertiban Sosial.
Sedangkan peneliti untuk
mengetahui bagaimana
perkembangan
pemberdayaan yang
dilakukan Dinas sosial
terhadap Geelandangan
dan Pengemis kota
Pekanbaru..

2.9 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya

Ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki

situasi dan kondisi diri sendiri.

2. Gelandangan merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara

ditempat umum.

3. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-

minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas

kasihan dari orang.
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2.10Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini

dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa

dari variabel tersebut.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Referensi Indikator Sub Indikator

Pemberdayaan
gelandangan dan

pengemis
Ricky Perianto (2018)

Usaha Rehabilitasi

a. Penempungan
b. Pelayanan Rehabilitasi
c. Penyaluran
d. Pengawasan
e. Pemberdayaan

berkelanjutan
Daya Modal

(Usaha Penyantunan)
a. Bantuan Modal Usaha

Skill
a. Pemberian Pelatihan,

Pendidikan, dan
Keterampilan

Manajemen
a. Himbauan
b. Pengawasan

Sumber: Ricky Perianto, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Tahun 2018
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2.11 Kerangka Pemikiran

Dalam buku Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang

penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih

jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang

menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran

ANALISIS PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI

GELANDANGAN DAN PENGEMIS

TERCIPTANYA PEMBERDAYAAN BAGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DI KOTA PEKANBARU

FAKTOR PENGHAMBAT

1. USAHA REHABILITASI

2. DAYA MODAL

3. SKILL

4. MANAJEMEN

Sumber: Ricky Perianto, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Tahun 2018

DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang

pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

yang beralamat di Jl. Parit Indah Jl Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga.

Dan waktu Penelitian yang di lakukan oleh penulis di mulai bulan Desember

2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dan Sumber data yang

diperoleh dalam penelitin ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan baik melalui

observasi, maupun wawancara.

b. Data sekunder adalah data-data penunjang peneltian ini, data yang

diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang

bersangkutan. sumber lainnya dari berbagai informasi, seperti buku-buku,

data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta dokumentasi yang ada di

lapangan, dan berita media pers online.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti

adalah sebagai berikut:

a. Observasi
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Menurut Sugiyono (2009 : 166) Observasi adalah pengamatan dan

pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan

adalah observasi lapangan. Untuk melihat bagaimana pemberdayaan

gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu penulis

melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada wawancara dilakukan

kepada informan yang dianggap menguasai atau memahami masalah

dalam penelitian ini, yaitu terkait analisis pemberdayaan gelandangan dan

pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis

melakukan wawancara terstruktur tertadap narasumber (key informan)

yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan

dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang

digunakan dalam perieitian ini adalah HP, buku dan pena.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota

Pekanbaru ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang

berkaitan dengan judul penelitian ini.
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3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian menurut Sugiono (2010 : 85) dilakukan dengan cara

purposive sampling yaitu metode pengumpulan sampel dengan pertimbangan

tertentu, misalnya orang yang menjadi informan penelitian benar-benar

mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Pertimbangan tertentu ini orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri

situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara

langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait

pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 key Informan Penelitian

No. Subjek Penelitian Jumlah Informan

1 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1

2 Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban

Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang
1

3 Gelandangan 2

4 Pengemis 2

Jumlah 6

Sumber: Data Olahan Tahun 2021
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1.5 Teknik Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas

secara menyelurah berdasarkan kenyataan yang terjadi dan dibandingkan

dengan konsep atau teori yang mendukung pembahasan terhadap

permasalahnn dalam peneltian: lalu disimpulkan. Metode penlitian

deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan orang-orang

atau pelaku yang diamati.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan”

yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.

Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan

seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di

muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui

sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC)

dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.

Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis

barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di

Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup

penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka

Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda,

selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu

kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi

tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar

untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa
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keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan

kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang

peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang

strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat

perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman

Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga

merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak

Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai

daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang

cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri

Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di

Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan

diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya

sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di

Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis

tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang

bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun

lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak,

Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi

didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan
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dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil

Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil

Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk

Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh,

Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak

memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat

Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya

pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru

selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1

tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak

yang disebut District.

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri

dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur

Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh

GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.

103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte

atau Kota B.
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5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan

Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru

sebagai Kota Kecil.

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959

Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya

Pekanbaru.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan

Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru https://dinsos.pekanbaru.go.id

Tabel 4.1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Total Area
(Km/sq.km)

Tampan Simpang Baru 59,81
Payung Sekaki Labuh Baru Barat 43,24
Bukit Raya Simpang Tiga 22,05
Marpoyan Damai Sidomulyo Timur 29,74
Tenayan Raya Kulim 171,27
Lima Puluh Rintis 4,04
Sail Cinta Raja 3,26
Pekanbaru Kota Kota Tinggi 2,26
Suka Jadi Pulau Karam 3,76
Senapelan Kampung Bandar 6,65
Rumbai Rumbai Bukit 128,85
Rumabai Pesisir Meranti Pandak 157,33
Pekanbaru 632,26
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020
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Tabel 4.1.2 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

Tahun 2020

Kecamatan Jumlah Kelurahan
Tampan 9
Payung Sekaki 7
Bukit Raya 5
Marpoyan Damai 6
Tenayan Raya 13
Lima Puluh 4
Sail 3
Pekanbaru Kota 6
Suka Jadi 7
Senapelan 6
Rumbai 9
Rumabai Pesisir 8
Pekanbaru 83

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

Tahun 2020

Kecamatan Penduduk
(Ribu)

Tampan 203 238
Payung Sekaki 96 296
Bukit Raya 93 487
Marpoyan Damai 127 600
Tenayan Raya 154 261
Lima Puluh 38 613
Sail 20 384
Pekanbaru Kota 22 604
Suka Jadi 42 852
Senapelan 35 357
Rumbai 78 185
Rumabai Pesisir 70 488
Pekanbaru 983 356

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020
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Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kelompok Umur
Age Groups

Jenis Kelamin
Jumlah
TotalLaki-laki

Male
Perempuan

Fermale
0-4 50 006 47 223 97 229
5-9 45 342 43 277 88 619

10-14 41 675 38 537 80 212
15-19 40 171 38 241 78 412
20-24 41 925 42 129 84 054
25-29 42 783 43 627 86 410

30-34 41 759 42 541 84 300
35-39 38 932 40 137 79 069
40-44 36 402 37 090 73 492
45-49 33 234 33 444 66 678

50-54 22 279 27 174 54 453
55-59 22 247 21 456 43 703
60-64 15 264 14 606 29 870
65-69 10 192 10 285 20 477

70-74 4 248 4 302 8 550
75+ 3 658 4 170 7 828

Pekanbaru 495 117 488 239 983 356

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Pindah dan Datang Antar Provinsi  Per

Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kecamatan Pindah
Move Out

Datang
Move In

Laki-laki
Male

Perempuan
Fermale

Laki-laki
Male

Perempuan
Fermale

Tampan 369 320 675 643
Payung Sekaki 204 165 278 253
Bukit Raya 176 154 245 216
Marpoyan Damai 232 242 339 348
Tenayan Raya 271 232 436 438
Lima Puluh 81 79 76 82
Sail 58 61 35 39
Pekanbaru Kota 54 38 46 41
Suka Jadi 123 126 104 88
Senapelan 73 67 63 84
Rumbai 155 133 235 240
Rumabai Pesisir 142 122 115 117
Pekanbaru 1 938 1 739 2 647 2 588
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020



39

4.2 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Setelah

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia

telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata

tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah

memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali

Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali

ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda

tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan,

sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis

belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan

pengungsi ini.

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan

makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak

peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan

persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-

orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini

kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada

tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22

Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

atau hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara
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Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan

perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka

membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya

Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah- daerah yang tugas

pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan

Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para

veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas

utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang

ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca),

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974

Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia

untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia,

untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial

Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk

tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota,

untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di

kantor camat setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang

kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang

taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi

sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korbanperdagangan

anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk),
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korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998,

Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia

yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur,

dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali

Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan

Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen

Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001

Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembalioleh Presiden

yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu

juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 20011 .

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor

8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial

dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman

Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanapemerintah daerah dibidang

Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala

Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional

dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin

ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaansehari-hari berada di bawah tanggung

jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial



42

dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan

wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam

pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan

bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu

daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat

dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan

penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh

pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat

pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata

kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. https://dinsos.pekanbaru.go.id

4.3 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu

pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan

pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang

dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah

ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik,

merupakan suatu langkah pentingdalam perjalanan suatu organisasi. Visi
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tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan

organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

di antaranya sebagai berikut :

a. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial

serta pemakaman yang indah dan tertib”.

b. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan

Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.

2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan

berkembang dalam sistem masyarakat.

3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS

dan PSKS.

4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal

melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).

5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. https://dinsos.pekanbaru.go.id
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4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota

Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota

Pekanbaru melaksanakan fungsi:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kesejahteraan

Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

2. Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.

3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.

4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan

kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.

5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang

telah dilatih dan diberi bantuan.

6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta

evaluasi kegiatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
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7. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan

organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS).

8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

9. Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM), pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial masyarakat di

kelurahan/desa.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. https://dinsos.pekanbaru.go.id

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun

2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai

berikut:

1) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab

kepada Sekretaris Dinas.

7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang.

8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 3

ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Dinas Sosial.

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.

3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

3.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan

Perdagangan Orang.



47

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.

2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi

Sosial.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Kelompok Jabatan Fungsiona

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. https://dinsos.pekanbaru.go.id
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba

mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap

pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial.

Adapun hasil pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis oleh

Dinas Sosial yaitu dari usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan

pengemis dengan adanya penampungan yang dilakukan di rumah singgah

atau Shelter. Selanjutnya pelayanan rehabilitasi yang diberikan penyedian

permakanan, penyediaan sandang, bimbingan fisik,mental, spiritual dan

sosial, penelusuran dan renufikasi. Penyaluran gelandangan dan pengemis

hanya sebatas rujukan. Jika sakit dirujuk ke rumah sakit. Jika mereka gila

dirunjukkan ke rumah sakit jiwa. Dan reunifikasi yaitu proses pengembalian

klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial.

Jika mereka memiliki identitas keluarga dirujukkan kepada keluarganya. Jika

mereka tidak memiliki alamat maka direkomensikan kepada Dinas Sosial

Provinsi. Sehingga penyaluran bukan bersifat pemberdayaan secara maksimal

dalam memandirikan gelandangan dan pengemis dalam menghidupi keluarga

mereka. pengawasan gelandangan dan pengemis adalah kepala Bidang, seksi

seluruh bidang, pekerja sosial, sub Koordinator dan adanya penjaga di shelter

atau rumah singgah. Serta terdapat pula Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan (PSM). Tetapi

80
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pengawasan tersebut  tidak berjalan efektif pada tingkat kecamatan dan

keluarahan tersebut masih banyaknya gelandangan yang bersala dari

kecamatan dan kelurahan melakukan aksinya di kota. Dari Daya modal

berupa uang tunai maupun sarana dan prasara usaha bagi gelandangan dan

pengemis namun sumber daya modal yang dapat mensinergikan

memfasilitasi seperti organisasi sosial dan dunia usaha belum ada.

Pemberdayaan melalu Skill atau pemberian pendidikan, pelatihan dan

keterampilan belum ada diberikan karena dianggap waktu yang singkat yang

tidak dapat membentuk karakter dan skill gelandangan dan pengemis.

Manajemen dalam bentuk himbauan bagi gelandangan dan pengemis serta

masyarakat/publik sudah dilakukan dengan sosialisasi, iklan, penyuluhan,

sebaran brosur, leaflet dan penertiban. Masih belum maksimal dijalankan.

Faktor penghambat pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis belum

ada pihak yang ikut serta dalam mensinerginkan program pemberdayaan ini

seperti Lembaga Swadaya masyarakat /Organisasi Sosial dan dunia usaha

harus juga bisa berperan besar dalam memberikan daya modal dalam

memandirikan gelandangan dan pengemis. Manajemen himbauan yang belum

maksimal terlaksanakan karna masih banyak publik yang berasumsi berbeda-

beda atas keberadaan gelandangan dan pengemis. Dan jika kemiskinan tetap

ada maka gelandangan dan pengemis tetap terlihat akibat kesejahteraan

sosialnya belum terpenuhi secara menyeluruh sehingga pemberdayaan yang

diberikan pun tidak maksimal dijalankan.
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6.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis

dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Sosial Kota

Pekanbaru. Adapun saran yang harus penulis sampaikan adalah sebagai

berikut:

1. Penulis berharap pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis oleh

Dinas Sosial memaksimalkan masa rehabilitasi selama 7 hari di shelter

karena hanya dilakukan kurang dari 7 hari bahkan hanya 1 hari saja

langsung di kembalikan pada pihak keluarga sehingga tidak akan cukup

efektif untuk memberikan pelatihan dan pembinaan untuk membentuk

perilaku, watak, karakter dan maindset gelandangan dan pengemis. Perlu

adanya pemberdayaan yang permanen bagi komunitas kalangan

gelandangan dan pengemis seperti usaha dibangun khusus gelandangan

dan pengemis sebagai pekerja. Dengan mengentas kemiskinan akan

mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis. Dengan kolaborasi

bantuan lembaga BAZNAZ untuk Dinas Sosial dalam program

pemberdayaan gelandangan dan pengemis dengan pembagian zakat yang

dibagikan secara seimbang rata dan efektif dijalankan akan dapat

mengentas kemiskinan. Dan Dinas Sosial juga bisa bekerja sama dengan

Yayasan pada bidang pendidikan untuk memberikan pemberdayaan

melalui pendidikan formal bagi gelandangan dan pengemis usia remaja

baik menjadikan mereka pelajar maupun mahasiswa seperti Yapari yaitu

Yayasan Pengkaderan Anak Riau untuk pendidikan beasiswa sekolah di
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luar negeri. Dengan dibekalinya pendidikan bagi gelandangan dan

pengemis akan menjadikan sebuah pemberdayaan yang permanen dan

berkelanjutan.

2. Bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemberdayaan bagi

gelandangan dan pengemis yang maksimal merupakan nilai tambah dan

citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efesien, transparan dan

akuntabel.

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa

menjadi bahan informasi bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan seluruh

pihak yang terkait.
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of the Community. Journal of Sustainable Development Science, 2(2), 53–

59. https://doi.org/10.46650/jsds.2.2.1016.53-59

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban

Sosial.
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LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto bersama narasumber ibu Adriyan SH. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial

Foto bersama narasumber Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi
Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang
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Foto bersama narasumber Bapak Akrima, seorang Pengemis yang sudah pernah di
rehabilitasi oleh Dinas Sosial

Foto bersama narasumber pemuda bernama Atan seorang gelandangan sudah
pernah di rehabilitasi oleh Dinas Sosial
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Foto bersama narasumber Bapak Ucok, seorang pengemis yan belum pernah di
rehabilitasi oleh Dinas Sosial

Foto bersama narasumber Bapak Sukirman, seorang gelandangan sudah pernah di
rehabilitasi oleh Dinas Sosial
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Foto bersama penjaga Shelter atau Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang Tiga Bukit Raya, Kec. Bulit Raya, Kota

Pekanbaru, Riau



91

Foto observasi penjangkauan gelandangan bersama Dinas Sosial di Jl, Soekarno
Hatta. Pekanbaru
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Foto Mengikuti  proses assesment gelandangan oleh Dinas Sosial
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Foto Mengikuti  proses assesment gelandangan oleh Dinas Sosial

Foto gelandangan berada di shelter atau rumah singgah Dinas Sosial Kota
Pekanbaru
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PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

I. Dinas Sosial Kota Pekanbaru

A. Indikator Usaha Rehabilitasi

1. Bagaimana proses penampungan gelandangan dan pengemis Kota

Pekanbaru?

2. Dimana tempat penampungan gelandangan dan pengemis Kota

Pekanbaru?

3. Apa saja yang diberikan dalam proses rehabilitasi gelandangan dan

pengemis Kota Pekanbaru?

4. Bagaimana bentuk pemulihan kemampuan gelandangan dan pengemis

Kota Pekanbaru?

5. Bagaimana Proses pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dalam

rehabilitasi gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru?

6. Bagaimana upaya pemberdayaan berkelanjutan bagi gelandangan dan

pengemis Kota Pekanbaru?

B. Indikator Daya Modal (Usaha Penyantunan)

1. Apakah gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru diberikan modal

usaha?

2. Apa saja bentuk modal usaha yang diberikan bagi gelandangan dan

pengemis Kota Pekanbaru?

3. Anggaran dana modal usaha bagi gelandangan dan pengemis Kota

Pekanbaru berasal dari mana saja?

4. Siapa yang terlibat dalam memberikan daya modal bagi gelandangan

dan pengemis Kota Pekanbaru?
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C. Indikator skill

1. Bagaimana bentuk pemberian pelatihan pendidikan dan keterampilan

bagi gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru?

2. Skill/ Kemampuan apa saja yang sudah diberikan pada gelandangan

dan pengemis kota Pekanbaru?

3. Siapa saja yang terlibat dalam memberikan keterampilan tersebut?

D. Indikator Manajemen (Pengawasan Dan Pembinaan)

1. Usaha apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam memberi

himbauan bagi gelandangan dan pengemis serta masyarakat Kota

Pekanbaru?

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

terhadap gelandangan dan pengemis kota Pekanbaru?

II. Gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru

A. Indikator Usaha Rehabilitasi

1. Aja yang diberikan oleh Dinas Sosial  Kota Pekanbaru dalam proses

rehabilitasi bagi bapak/ibu?

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap rehabilitasi yang

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

B. Indikator Daya Modal (Usaha Penyantunan)

1. Apakah Bapak/Ibu telah diberikan bantuan modal usaha oleh Dinas

Sosial Kota Pekanbaru?

2. Apa keinginan Bapak/Ibu setelah mendapatkan modal usaha oleh

Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
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C. Indikator Skill Pemberian Latihan Dan Pendidikan Dan

Pembinaan Kemampuan)

1. Apakah Bapak/Ibu telah diberikan keterampilan/ Skill oleh Dinas

Sosial Kota Pekanbaru? Jika ada, apa saja jenis keterampilan yang

di berikan?

D. Indikator Manajemen (Pengawasan Dan Pembinaan)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dilarangnya pengemisan

dijalan Raya?
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